
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR  37  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  

NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 

Tahun 2020, belum mengakomodir semua kebutuhan 

Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2021 khususnya dalam 

rangka pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan 

non kesehatan untuk penanganan yang bertugas pada 

rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Situbondo, 

sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terkhir dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 26 Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

SALINAN 
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Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2   Tahun   1965   tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4614); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4693); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

976); 

24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi  Pemberian Hibah, 

Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, 

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan 

Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23); 

26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 
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Situbondo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

abupaten Situbondo Nomor 49) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 26); 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2021 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

 

  Pasal I 

 

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Situbondo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga 

Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 

2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 

Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Bupati Situbondo: 

1. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar 

Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2021 Nomor 49); 

2. Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 26);   

Diubah sebagai berikut:  

Lampiran nomor urut 22 ditambah 1 (satu) nomor yaitu 

nomor 22.8, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

NO URAIAN SAT 
SEBELUM 

(Rp) 

SETELAH 

(Rp) 

22 22.8 Honorarium Tenaga 

Kesehatan, Non 

Kesehatan dan 

Verifikator 

a. Tenaga Kesehatan: 

1) Dokter 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

30.000.000 
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Spesialis Paru 

2) Dokter 

Spesialis 

Penyakit Dalam 

3) Dokter 

Spesialis 

Anestesi  

4) Dokter Umum 

5) Perawat / 

Bidan 

6) Pranata 

Laboratorium 

Kesehatan 

7) Tenaga 

Radiografer 

b. Tenaga Non 

Kesehatan: 

1) Tenaga 

Transporter 

2) Pemulasaran 

Jenazah 

3) Sopir 

Ambulance 

4) Tenaga 

Verifikator  

 

OB 

 

 

OB 

 

 

OB 

OB 

 

OB 

 

 

OB 

 

 

 

OB 

 

OB 

 

OB 

 

OB 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30.000.000 

 

 

30.000.000 

 

 

7.500.000 

3.000.000 

 

3.000.000 

 

 

3.000.000 

 

 

 

2.500.000 

 

2.500.000 

 

2.500.000 

 

750.000 

 

 

  Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

                                                   Ditetapkan di Situbondo 

Pada tanggal 05 Oktober 2021 

BUPATI SITUBONDO, 
 

                                                                         ttd. 
 

KARNA SUSWANDI 
Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 05 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

                          ttd. 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 37 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


